
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia 

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia 

Tentara Nasional Indonesia ( TNI) adalah nama sebuah angkatan perang dari 

negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat 

(TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan 

kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga 

saat ini. 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, 

yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI 

dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin 

oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Marsekal TNI Hadi 

Tjahjanto. 

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah 

digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang 

pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang 

Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan 

Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya 

ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia tujuan pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat 
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pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan 

pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan 

wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk 

perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas 

pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, jati diri TNI, yaitu: 

a) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara 

Indonesia. 

b) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugasnya. 

c) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi 

kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. 

d) Tentara Profesional, yaitu tentara yang berlatih, terdidik, diperlengkapi secara 

baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta 

mengikuti kebijakan politik yang menganut prinsip demokrasi sipil, hak asasi 

manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah 

diratifikasi 

2. Sejarah Tentara Nasional Indonesia 

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia 

Belanda diselenggarakan oleh (KNIL). Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung 

jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia pada masa depan, (sebaliknya 

berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949), KNIL juga 
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telah memberikan andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa 

perwira TNI pada masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer, sekolah militer dan 

akademi militer di Hindia Belanda. Di samping merekrut relawanBelanda dan tentara 

bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang pribumi Indonesia. 

Pada tahun 1940 saat Belanda di bawah pendudukan Jerman, dan Jepang mulai 

mengancam akses pasokanminyak bumi ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya 

membuka kesempatan penduduk pribumi di Pulau Jawa untuk masuk sebagai anggota 

KNIL. Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia perjuangan 

rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mulai memuncak.  

Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang 

melawan pasukan sekutu, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan 

nasionalis Indonesia dengan menyediakan pelatihan militer dan senjata bagi pemuda 

Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1943, militer Jepang membentuk tentara relawan 

Indonesia yang disebut PETA (Pembela Tanah Air). Jepang membentuk PETA 

dengan maksud untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan invasi 

oleh Sekutu ke wilayah Asia tenggara. 

Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk 

menggalang dukungan lokal bagiKekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber 

daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan 

Indonesia tahun 1945-1949 dan juga berperan dalam pembentukan Tentara 

Keamanan Rakyat pada tahun 1945. 

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan 

tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 
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Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal23 Agustus 1945 bukanlah 

tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. 

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite 

Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah 

perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada 

di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara 

keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri 

untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu. 

Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah 

menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara 

Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian 

pada 26 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). 

Sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang 

saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang 

bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintahIndonesia melalui Keppres No. 316 

Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran 

angkatan bersenjata Indonesia.  

Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di 

samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden 

Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia 

dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia 

(TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. 
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Dari tahun 1950 hingga 1960-an Republik Indonesia berjuang untuk 

mempertahankan persatuan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan 

separatis di beberapa provinsi. Dari tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat dalam 

perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara 

Islam Indonesia (DI/TII), sebuah gerakan militan yang bertujuan mendirikan 

negara Islam di Indonesia. TNI juga membantu menumpas pemberontakan Republik 

Maluku Selatan pada tahun 1963. Kolonel Bayu 

Dari tahun 1961 sampai 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk 

pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dari tahun 1962-1965 TNI terlibat 

dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia mengembangkan hubungan baik 

dengan Uni Soviet pada periode tahun 1961-1965. Uni Soviet memberikan 17 kapal 

untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang diberikan adalah kapal 

penjelajah kelas Sverdlov dengan bobot mati 16.640 ton, sangat besar juga 

dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma yang hanya 1.600 ton. Indonesia 

memperoleh 12 kapal selam kelas Whiskey ditambah 2 kapal pendukung. 

Di Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari seratus pesawat militer, 

20 supersonik MiG-21s, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17 dan 30 MiG-15. 

Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut 

dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah 

lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada 

masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat 

Republik Indonesia),  ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) 

dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun sejak Oktober 1971 
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sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional 

Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI 

Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.  

Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, TNI ikut serta dalam 

dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian 

dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari konsep 

awalnya. Pada masa ini banyak sekali orang-orang militer ditempatkan di berbagai 

perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi 

sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang 

anggota-anggotanya diangkat dan tidak melalui proses pemilu, disebut dengan Fraksi 

ABRI atau biasa disingkat FABRI.  

Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an militer Indonesia bekerja keras untuk 

menekan gerakan separatis bersenjata di provinsi Aceh dan Timor Timur. Pada tahun 

1991 terjadi Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur yang menodai citra militer 

Indonesia secara internasional. Insiden ini menyebabkan Amerika Serikat 

menghentikan dana IMET (International Military Education and Training), yang 

mendukung pelatihan bagi militer Indonesia. 

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil 

tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai 

hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan 

Dwifungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat 

sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan 

bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 
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2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan 

merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia 

juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali 

Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di bentuklah 3 peraturan perundang-undangan 

baru yaitu Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Undang – Undang  Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara, dan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia. Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf 

Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Hak politik TNI pun dihilangkan serta 

dwifungsi ABRI dihilangkan. 

3. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia 

Tugas pokok TNI saat ini dapat berupa operasi militer untuk perang atau 

operasi militer selain perang, yaitu untuk: 

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 

2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 

3. mengatasi aksi terorisme; 

4. mengamankan wilayah perbatasan; 

5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 

6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar 

negeri; 

7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 

8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini 

sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 
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9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 

10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas 

keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 

11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan 

perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 

12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian 

bantuan kemanusiaan; 

13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); 

serta 

14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan 

terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. 

Militer Indonesia melanjutkan keterlibatan dan kontribusinya misi penjaga 

perdamaian PBB melalui Kontingen Garuda. Setelah tahun 1999, pasukan Indonesia 

dikirim ke Afrika sebagai bagian dari Misi PBB di Republik Demokratik Kongo. TNI 

juga telah menjadi bagian dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon, UNAMID, 

UNSMIS, MINUSTAH, UNISFA, UNMISS, UNMIL.  

Setelah darurat militer Aceh 2003-2004 & tsunami Aceh tahun 2004, 

pemerintah Amerika Serikat menghentikan embargo suku cadang yang telah berjalan 

terhadap senjata yang tidak mematikan dan kendaraan militer, untuk mendukung 

upaya kemanusiaan di daerah yang terkena dampak tsunami di Aceh dan Nias. Sejak 

itu,Angkatan Udara Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 

lebih banyak pesawat angkut C-130. Pada tanggal 22 November 2005, Amerika 

Serikat mengumumkan bahwa hubungan militer dengan Indonesia akan dipulihkan 
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secara penuh. Keputusan ini mengakhiri enam tahun larangan penjualan senjata 

Amerika Serikat ke Indonesia. 

 Pada tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 

2009 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI. Semua bisnis TNI akan dikelola 

oleh sebuah badan khusus yang akan didirikan yang merupakan amanat dari Undang 

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).  

4. Hukum Disiplin Militer 

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI 

menyatakan bahwa “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib 

bersikap dan berlaku disiplin”.  

Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan 

suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi 

Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan 

merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan 

diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI. Disiplin pada 

hakikatnya merupakan 3: 

a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian 

pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak 

melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit. 

3 Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, 
hal. 22. 
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b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, 

pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan 

Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam 

kehidupan prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan diwujudkan dalam 

penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi 

nusa dan bangsa. 

c. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan 

tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan 

diwujudkan pada setiap tindakan nyata. 

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau 

instansi, bukan persoalan khusus Perwira, Bintara dan Tamtama saja, melainkan 

merupakan persoalan dari setiap pribadi . Dalam kehidupan militer, disiplin harus 

dengan penuh keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh 

kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 

Dari pernyataan keluar (outward manifestation) harus terlihat: 

a) Marga dan Sumpah Prajurit. Dari pernyataan keluar (outward manifestation) 

harus terlihat. 

b) Kebersihan dan kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan. 

c) Rasa hormat kepada atasan. 

d) Kerelaan dan kecermatan di dalam melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan 

perintah kedinasan. 

 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



21 
 

Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan 

pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam 

peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut 

tidak dapat disebut sebagai “militer”, melainkan lebih tepat dengan “gerombolan 

bersenjata”.4 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Secara umum makna dari kata ”pidana” hanyalah sebuah “alat “ yaitu alat untuk 

mencapai tujuan pemidanaan.5 Sedangkan menurut pandangan Subekti dan 

Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.6 Pada 

hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang 

senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.7  

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial 

yang sudah lumrah terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Sejatinya dimana ada 

masyarakat disitu ada tindak pidana dan ada hukuman yang mengatur didalamnya. 

Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai dan norma dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga apapun upaya manusia untuk menghilangkan tindak pidana 

tidak mungkin bisa, karena tindak pidana memang tidak mungkin bisa dihilangkan 

dalam masyarakat melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.  

4 Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, cetakan kedua, Bandung: CV. Mandar 
Maju, 2014, hal. 14. 

5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2015, hal. 98 

6 Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008, hal. 83 
7 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2016, hal. 23. 
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Alasan mengapa perbuatan tindak pidana tidak bisa dihilangkan dalam suatu 

kehidupan masyarakat adalah hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan 

manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung 

memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga 

bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul 

berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil.  

Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan 

pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat 

hukum, diperlukan permahaman terhadap alat hukum itu sendiri. 

Pemahaman terhadap pidana sebagai alat hukum merupakan hal yang sangat 

penting untuk membantu memahami apakah dengan alat hukum tersebut tujuan yang 

telah ditentukan dapat dicapai. Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana 

ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu8. 

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. 

Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia 

merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak 

enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah 

melanggar undang-undang hukum pidana.9 

8  Sudarto, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2014,  hal. 2. 
9 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya 

lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia, 2016, hal. 35 
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Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat menakuti masyarakat agar 

tidak melakukan perbuatan kejahatan. Dalam kehidupan masyarakat pemahaman 

pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah 

tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. 

Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, 

oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian 

umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan dan sengaja ditimpakan kepada 

seseorang yang melanggar peraturan, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus 

yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada 

persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi. 

Menurut Komariah E. Sapardjaja menyatakan ; “tindak pidana adalah suatu 

perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat 

bersalah melakukan perbuatan itu”.10 

Menurut Indriyanto Seno Adji menyatakan; “tindak pidana adalah perbuatan 

seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat 

suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas 

perbuatannya”.11 

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu 

tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh seseorang 

10 Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, 
Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 
2012, hal. 22 

11 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan 
Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2012, hal. 155. 
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yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung 

jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana. 

Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. 

Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh 

hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, 

kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.  

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah 

dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini 

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ 

hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.  

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu 

negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :  

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut.  

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan.  

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut 

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. hukum pidana merupakan 

suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena 

itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan 
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hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.  Dalam ilmu hukum ada perbedaan 

antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. 

 Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan 

untuk pergantian perkataan “straft” tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik 

daripada “hukuman.  

Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan 

istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah 

karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut 

tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-

hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.  

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada 

pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan cirri-ciri atau 

sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering 

disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak 

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap 

maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar 

hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta 

delik. 

 Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah 

tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan 

jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di 
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dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya 

menggunakan istilah tindak pidana.12 

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi :  

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang 

termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.  

2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum 

apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur 

perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang 

telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.  

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang 

hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.  

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu 

harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan 

tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, 

mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan 

dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 

pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-

undang.  

5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.  

12  Bassar, S, Tindak - Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP, Bandung: CV Remadja Karya, 
2016, hal.23 
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Sedangkan unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan 

hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang 

tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-

undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan 

merupakan suatu tindak pidana.  

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua 

macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang 

terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :  

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia 

itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), 

menganiaya (Pasal 351 KUHP).  

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik 

material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya  pembunuhan 

(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.  

3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus 

bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas 

dalam perumusan.Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat 

tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti 

penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), 

pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana 

tersebut harus dilakukan di muka umum.  

 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



28 
 

a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-

delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat 

tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas 

kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana 

penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan 

luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara 

paling lama 12 (dua belas) tahun.  

b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan 

sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan 

Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang 

(Pasal 123 KUHP).  

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :  

1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan 

(Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), 

pembunuhan (Pasal 338).  

2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan 

(Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-

lain.  

3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging 

(Pasal 53 KUHP).  

4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 

KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan 

lain-lain.  
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5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini 

terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak 

sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 

342 KUHP).  

Tujuan Hukum Pidana menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan 

yang tidak baik  

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik 

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.6  

Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada 

di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejala-gejala sosial 

yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak 

baik. Oleh karena itu, hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan yang 

membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran kepentingan umu 

Fungsi hukum pidana adalah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu :  

1. Yang umum : Hukum Pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan 

hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada 

umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata 

dalam masyarakat.  

2. Yang khusus : ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang 

hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih 

tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum 

lainnya. 
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Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan 

norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana harus 

dianggap sebagai ultimum remedium atau obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-

upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan 

diberlakukan. Dalam sanksi pidana itu terdapat sesuatu tragis (nestapa yang 

menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri 

atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan hukum sanksi 

belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai accesoir (bergantung) terhadap 

cabang hukum lainnya.  

Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan harus 

diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan 

suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:  

1. Perbuatan yang meliputi:  

a. Memenuhi rumusan Undang-unadng  

b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)  

c. Kesalahan  

2. Orang yang meliputi:  

a. Mampu bertanggungjawab  

b. Dolus atau culpa ( tidak ada alasan pemaaf)  

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana 

diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai hal 

ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut:  
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“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang 

siapa melanggar larangan tersebut”.13 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalan pidana harus 

terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan mengandung kelakuan dan 

akibat yang ditimbulkan karenanya adalah merupakan suatu kejadian dalam alam 

lahir, sehingga untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan:  

1. Kelakuan dan akibat  

2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.  

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delict, perbuatan ini 

dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum 

dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro 

menyatakan “ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”.  

Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus 

memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-

undang. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana ialah 

perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum  yang diancam 

dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan 

adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi 

pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.  

13 Moeljatno,  Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bineka Cipta, 2010, hal. 61.  
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Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

“criminal act”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang 

dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus 

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk 

menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah “criminal responsibility”.14 

Istilah Tindak pidana (strafbaar feit) diterjemahkan oleh pakar hukum pidana 

Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah 

delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. 

perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam 

pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh para ahli, yakni 

sebagai berikut:  

a. Simons  

Merumuskan bahwa, Strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) 

yang diancam dengan pidana olehundang-undang, bertentangan dengan hukum 

(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 

bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur 

yaitu:  

1) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan 

bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak.  

14 Suharto RM, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi 
Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 28-29  
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2) Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat 

keadaan/masalah tertentu.  

b. Wirjono Prodjodikoro  

Mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 

tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha 

pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu 

hukuman pidana.  

c. Moeljatno  

Menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 

pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.  

d. Roeslan Saleh  

Menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat 

dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.  

e. Vos  

Merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang 

dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.  

f. Pompe  

Merumuskan bahwa “Strafbaar feit “ adalah suatu pelanggaran kaidah 

(penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan 

untuk manapemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum 

dan menjamin kesejahteraan umum. 
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Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan 

kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang 

dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah 

bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldfahig. Untuk itu, tindak 

pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (gedragingen: yang mencakup 

dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi 

yang dirumuskan di dalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan 

diancam dengan sanksi pidana.15 

Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih 

diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa 

keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.  

Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana 

ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan 

yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak 

pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orangtidak mungkin 

mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV 

ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan 

narkotika adalah :  

15 Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), 
Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013, hlm. 85-86. 
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1. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan 

untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I 

dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman  

2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai 

narkotika golongan II dan Golongan III.  

3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau 

menyediakan narkotika golongan I, II, III.  

4. Membawa, mengirim, mangangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II, 

dan III.  

5. Mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, 

membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau 

menukar narkotika golongan I, II, III.  

6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika 

golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain.  

7. Menggunakan narkotika golongan I, II, III.  

Bahaya narkotika karena penyalahguna menjadi “addict” (pecandu) setelah 

melewati ketergantungan jiwa dan fisik. Belum lagi bahaya sampingan lainnya, 

situasi ketertiban dan keamanan bagi masyarakat seperti pencurian, penodongan, 

perampokan, perampasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan seks lainnya. 

Jadi antar kejahatan penyalahgunaan obat penenang ini ada kaitan dengan kejahatan 

lainnya. Bila si pemakai memerlukan obat tetapi tidak mempunyai uang maka ia tidak 

segan-segan melakukan tindak kekerasan dan kejahatan.  
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Karena faktor-faktor antara lain bahaya narkotika seperti yang dijelaskan diatas, 

maka perkara narkotika digolongkan perkara yang harus didahulukan dari perkara-

perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan penyelidikan dan 

penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

2.Jenis - Jenis Tindak Pidana  

a. Kejahatan dan Pelanggaran  

1. Kejahatan lebih berat artinya perbuatan melawan hukum yang lebih berat 

sanksinya jika benar dilakukannya karena bersifat kualitatif diatur dalam 

Undang-undang (wetsdelictem). 

2. Pelanggaran lebih ringan artinya perbuatan pelanggaran yang sanksinya 

tidak terlalu berat misalnya pelanggaran dalam lalu lintas tidak memakai 

helm saat dijalan raya tidak menimbulkan suatu pidana penjara  

b. Kesengajaan dan Kealpaan (kelalaian)  

1. Kesengajaan jika memang hal ini sengaja atau dengan adanya sebuah 

keniatan maka perbuatan ini bisa dinyatakan dalam perbuatan tindak 

pidana, misalnya dengan sengaja menusukkan pisau ke tubuh orang lain.  

2. Kelalaian kekurang hati-hatian atau kecerobohan, misalnya dalam 

mengendarai kendaraan sehingga menimbulkan suatu pelanggaran.  

c. Delik komisi dan delik omisi  

Delik komisi (delicta commissionis) ialah delik yang dilakukan dengan 

perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materiel maupun 

formel. Disini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. 

Delik omisi (ommissie delicten) dilakukan dengan membiarkan atau 
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mengabaikan (nalaten). Dibedakan antara delik omisi yang murni dan tidak 

murni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. 

d. Delik materiel dan delik formel  

1. Delik materiel delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya 

pada Pasal 362 tentang pencurian.  

2. Delik formal delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang 

dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya Pasal 

338 tentang Pembunuhan.  

e. Delik tunggal dan delik berangkai  

Delik tunggal yaitu yang hanya dilakukan sekali dalam perbuatannya. Adapun 

delik berangkai ialah perbuatan yang dilakukan berkali-kali (kebiasaan) dalam 

Pasal 481.  

f. Delik terjadi seketika dan delik berlansung terus  

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan 

aflopende delicte. Misalnya pencurian (Pasal 362), jika perbuatan 

mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. 

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadi berlangsung lama disebut juga dengan 

voortderende delicte. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu 

berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban 

dibebaskan/terbebaskan.  

g. Delik biasa dan delik aduan  
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Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan 

pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik 

aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana 

disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.  

h. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi  

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk 

dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana (tidak menjadi 

soal apakah itu merupakan unsur atau tidak), misalnya pencurian dengan 

membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematia, pembunuhan 

berencana (sebagai lawan pembunuhan).   

Sebaliknya ialah delik berprivilege (geprivilegieer de delict) bentuk khusus 

yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal 

apakah itu unsur yang mengakibatkan ataukah tidak), dipidana lebih ringan 

dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan 

biasa. 

3. Tindak Pidana Militer 

Hukum militer Indonesia merupakan bagian dari hukum nasional. Norma-

norma hukum militer Indonesia pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum 

perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana dan hukum 

internasional yang khusus mengenai kehidupan militer Indonesia dan TNI16. 

Pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer 

dalam arti materil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum Pidana Materil 

16 Tambunan, Hukum Militer Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2013, hal. 49-50 
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merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk 

menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati 

maka diancam pidana. 

Yurisdiksi (Jurisdiksi atau Rechtmacht) merupakan kekuasaan memeriksa atau 

mengadili dan Yustiabel (Justisiabel) adalah orang-orang yang tunduk atau 

ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu sebenarnya termasuk 

bidang hukum acara pidana dalam arti luas. 

Mempelajari yurisdiksi suatu badan peradilan juga berarti sekaligus 

mempelajari yustisiabel dari badan peradilan tersebut. Pemisahan penguraian kedua 

tersebut, karena yang erat hubungannya dengan hukum pidana material (dalam subjek 

sebagai unsur dari suatu tindak pidana) adalah yustiabel17. 

Ide dasar yang melatar belakangi adanya perlakuan khusus bagi anggota militer 

dilandasi oleh beberapa pokok pemikiran: 

2. Adanya tugas khusus menjadi tanggung jawab anggota militer dalam suatu negara 

dan kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan militer. 

3. Kecenderungan dunia internasional memasukkan hukum pidana militer sebagai 

bagian dari tata hukum negara yang bersangkutan 

4. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang telah dikenal dan 

diakui dalam lapangan hukum pidana. 

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan – ketentuan 

hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

17 SR Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, TT, 2015 
hal. 21 
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(KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer (UUPM), Kitab Undang-Undang 

Disiplin Militer (KUHDPM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-

petaruran lainnya yang berlaku dengan militer.  

Meskipun demikian, tunduknya warga militer kepada satu KUHP tidaklah serta 

merta dapat dikatakan adanya dualism hukum.18 Peradilan Militer sebagai pelaksana 

kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya (memeriksa, mengadili, dan 

memutuskan suatu perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 

memperhatikan pertahanan dan keamanan negara (kepentingan militer atau military 

dan nesecessity dan national interest atau kepentingan bangsa dan negara). 

Yurisdiksi badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer 

mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh : 

1. Militer 

2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer 

3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau 

dianggap sebagai militer berdasarkan undang – undang 

4. Seseorang yang termasuk dalam perkara koneksitas 

5. Sengketa Tata Usaha Militer 

6. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang 

bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus 

memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan 

7.  Sengketa kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Militer 

18 Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010, hal.23 
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8. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir perbedaan pendapat antara Perwira 

Penyerah Perkara (PAPERA) dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu 

perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan 

dalam lingkungan peradilan umum serta pengadilan militer pertempuran 

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan.19 

Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah 

bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. 

Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, 

sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.  

Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada 

narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama – sama 

menimbulkan ketergantungan.20 

19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika 
20 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta : Jambatan, 2017, hal.159 
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Berdasarkan Undang – Undang  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan narkotika sebagaimana 

sebagaimana berikut : 

a. Narkotika Golongan I, narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami 

yang merupakan zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa 

perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena 

bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut 

umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena 

beresiko yang terdiri dari : 

1. Tanaman Papaver Somniferum L.kokain/kokaina Heroin. 

2. Morphine (Putaw) 

3. Ganja 

b. Narkotika Golongan II, narkotika golongan ini disebut narkotika seni sintesisa 

yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstrasi dan lain 

sebagainya, seperti: Alfasetilmetadol, Benzeetiidin, Betametadol. 

c. Narkotika Golongan III, narkotika sintetik jenis ini memerlukan proses yang 

bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit, 

seperti : Metadon, Neltrexon, dan sebagainya. 

2. Jenis - Jenis Narkotika 

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu 

narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis. Narkotika alami 

adalah narkotika yang zata adiktifnya diambil dari tumbuh - tumbuhan (alam) seperti 

: ganja, hasis, koka, opium. Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang 
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diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti : Morfin, Kodein, 

Heroin, Kokain, 

Adapun narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. 

Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita 

ketergantungan narkoba (subtitusi), seperti : Petidin, Methadon, Naltrexone. 

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan 

ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang - Undang 

Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi 

tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang 

tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan 

dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-

kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang 

ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa 

manusia21. 

Sementara itu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan 

pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan 

juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, 

penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan 

perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil 

21 Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2011, hal.5. 
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4. Fakta Yang Menyebabkan Anggota TNI Menggunakan Narkotika 

Fakta memang sudah mengatakan bahwa banyak orang pada zaman ini sudah 

terlibat kasus narkotika bahkan bukan masyarakat umum bahkan anggota TNI pernah 

terlibat kasus tersebut. Inilah ada berapa-berapa faktor yang menyebabkan terjadi 

penyalahgunaan narkotika di kalangan militer : 

a. Faktor pribadi adalah mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah 

terpengaruh ajakam keburukan. Mental yang sepertinya selalu merasa sendiri dan 

terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab kurang mampu bergaul dengan baik, 

dan lain. 

b. Faktor keluarga adalah kurang perhatian terhadap orang tua pada anak ini juga 

salah satu penyebabkan dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau 

bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak. 

c. Faktor sosial adalah salah bergaul jika remaja memiliki teman buruk maka ia 

akan terjerat dalam jarring-jaring keburukan mereka bahkan untuk masalah 

narkoba. 

d. Faktor kelompok adalah sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari 

segi sosial. 

e. Faktor ekonomi adalah kemiskinan atau kesusahan masalah finansial yang terjadi 

di keluarga dan di sekitar kita 
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